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LKPP




Ekonomi Indonesia
Akan Menjadi Salah Satu Negara dengan PDB Terbesar di Dunia

PPP nnkmg PDB Indonesia diperkirakan meningkat darl urutan ke-8 tahun 2015/16 menjadi urutan ke-4 (Bappenu) it
urutan ke-5 (PwC) pada tahun 2030 dan urutan ke-4 pada tahun 2045 (untuk PwC pada tahun 2050) ik

o
RANKING PDB BERDASARKAN PURCHASING POWER PARITY (USD MILIAR) RANKING PDB BERDASARKAN PURCHASING POWER PARITY (USD MILIAR)
Rank Negara 2015 Rank Negara Rank Negara 2016 Rank Negara 2030 Rank Negara 2050
1 China 19327 1 China 45701 1 China 83447 ¢ 1 China 21269 1 China 38008 1 China 58499
2 USA 17947 2 USA 33514 2 USA 56284 2 USA 18562 2 MISA 23475 2 |India 44128
3 India 8006 3 India 25235 3 India 55397 3 India 8721 3 India 19511 3 USA 34102
4 Jepang vy 4 INDONESIA 6979 4 INDONESIA WElkl 4 Jepang 4932 4 Jepang e 4 INDONESIA 10502
5 Jerman 3834 5 Jepang 6836 5 Jepang 10689 5 Jerman LYl 5 INDONESIA %.¥Y:| 5 Brazl 7540
~ 6 Rusia 3645 6 Jerman 5675 6 Inggris 8629 6 Rusia 3745 6 Rusia 4736 6 Rusia 2 713¢
7 Brazil 3164 7  Inggris 5041 7 Jerman 8328 7 Brazil . 3135 7 Jerman 4707 7 Meksiko 6863
9 Inggris 2671 9 Prancis 4088 9 Rusia 60391 9. Inggris 2788 9 Meksiko 3661 9 Jerman 6138
10 Prancis 2649 10 Meksiko 4085 10 Meksiko 2353 . 10 Prancis 2737 10 Inggris 3638 10 Inggris 5369
Meksiko 2228 11 Brazil 3995 11 Korea Selatan 327 11 Meksiko 2307 11 Prancis 3377 11 Turki 5184
Italia 2171 12 Korea Selatan 3423 12 Kanada 12 walie 2221 12 Turki 2996 12 Prancis 4705
1954 13 Italia 3084 13 Brazil 306 13 Korea Selatan 1929 13 Arab Saudi 2755 13 Arab Saudi 4694
1847 14 Kanada 2876 14 Italia 4270 44 Turki 1906 14 Korea Selatan 2651 14 Nigeria 4348
1614 15 Spanyol 2637 15 Spanyol 3817 15 Arab Saudi 1731 15 Italia 2541 15 Mesir 4333
1245 16 Australia 2133 16 Australia 3747 16 Spanyol 1690 16 Iran 2354 16 Pakistan 4236
Estimasi Bappenas berdasarkan skenario profil demografi yang baru Sumber: Estimasi Price Waterhouse Coopers (2017) it
tivale

e A - B |
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PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
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LATAR
BELAKANG
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LATAR BELAKANG

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting
dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan
pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan
daerah

O1.

Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat

yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam
()2  peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta
pembangunan berkelanjutan

<, 3 Leaoece Nty
Fansatass darecg aen bavae pw



LATAR BELAKANG

Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan
pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran

% yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Keputusan Presiden No 11 Tahun 2016 Tentang Program
Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016, mengamanatkan
Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016

Tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29

~ Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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POKOK PERUBAHAN

STRUKTUR LEBIH
SEDERHANA

SIMPLIFIKASI

HANYA MENGATUR HAL
YANG BERSIFAT NORMATIF
MENGHILANGKAN BAGIAN
PENJELASAN

STANDAR DAN PROSEDUR
DIATUR DALAM PERATURAN
LKPP DAN PERATURAN
KEMENTERIAN SEKTORAL

TERKAIT

BEST PRACTICE

MENERAPKAN PRAKTEK-
PRAKTEK TERBAIK DALAM
MELAKSANAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA

<, 3 Lo Mk
Fansatanr darecgl lavs Havae iy



PERLEM ( PERATURAN LEMBAGA — LKPP )

N

Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola

Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia

Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik

Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
Peraturan Lembaga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

. Peraturan Lembaga Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Agen Pengadaan
. Peraturan Lembaga Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

. Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

. Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa



BAB IlI

BAB | PARA PIHAK DALAM PENGADAAN

KETENTUAN UMUM

BARANG/JASA
BAB IV BAB VI
RENCANA UMUM PENGADAAN W oA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
ST R U KT U R P E R P R E S BARANG/JASA PENYEDIA BARANG/JASA
BAB VI
BAB VIII
N O 5 4 / 2 O 1 O PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI .
DALAM NEGERI
BAB IX BAB X BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING

PELELANGAN/SELEKSI INTERNASIONAL  DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

O

) BAB —

1 3 9 P AS A L KONSEP RAMAH LINGKUNGAN

PENJELASAN oy

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

}_

BAB XIV
PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN

BAB XV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI

BAB XVI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM
ORGANISASI PENGADAAN

BAB XVII BAB XVl BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN KETENTUAN PERALIHAN  KETENTUAN PENUTUP



STRUKTUR PERPRES
NO 16/2018

15 BAB BABIV . BAB VI

PERENCANAAN AN PENGADAAN
9 4 P A S A | PENGADAAN JASA MELALUI PENYEDIA
* TENDER/SELEKSI
BAB VIII INTERNASIONAL DAN
PENGADAAN KHUSUS DANA PLN/HLN
* PENGADAAN
USAHA KECIL, PRODU BERKELANJUTAN
DAN PENGADAAN B

gI.KPP

L L

Fatgatane Sarncg ines Femae rin



12

PENGATURAN
BARU



Tidak ikut P1618, kecuali dana tersebut disalurkan melalui DIPA/DPA sebagai pengadaan dengan PPK suatu satuan kerja
di K/L atau Pemda yang melakukan pengadaan.

Kalau di DIPA atau DPA kita hanya akun sebagai penyertaan modal ( transfer modal) maka tdk termasuk dalam P1618

Kalo dipa/dpa untuk pengadaan di bumn bumd artinya ada ppk yang ada anggaran untuk pengadaan yang akan
diberikan untuk BUMN/BUMD, maka ikut P1618 .

Kata investasi tidak disebut lagi dalam Perpres 16 atau tidak termasuk dalam ruang lingkup P1618

Perpres 16 tahun 2016,
Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran
belanja dari APBN/APBD;

b. seluruh dananya bersurnber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri
c. seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.



PENGATURAN BARU

01 TUJUAN PENGADAAN

Vi

. : Meningkatkan Meningkatkan peran ~ Meningkatkan peran pelaku
Menghasﬂkan_barang/jasa penggunaan produk serta usaha mikro, usaha nasional
yang tepat dari setiap uang dalam negeri usaha kecil, dan usaha
yang dibelanjakan, diukur dari menengah

aspek kualitas, jumlah, waktu,
biaya, lokasi, dan penyedia

3 ®

Mendukung pelaksanaan Meningkatkan Mendorong Mendorong Pengadaan
penelitian dan pemanfaatan keikutsertaan industri  pemerataan ekonomi Berkelanjutan
Barang/Jasa hasil penelitian kreatif




Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERPRES 16/2018

PELAKU PENGADAAN

Pengguna Kuasa Pejabat Pejabat Kelompok

Anggaran Pengguna Pembuat Pengadaan Kerja (Pokja)
(PA) Anggaran Komitmen (PP) Pemilihan
(KPA) (PPK)

Agen PiPHP/ Penyelenggara Penyedia
Pengadaan PPHP* Swakelola Barang/
Jasa
| . *PJPHP : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
\\ . PPHP : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
,,,,,,, N

€Y lkpp.go.id €D LKPP_RI LKPP_RI ©) LKPP_RI



Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai
PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK ( pasal 10 ayat 5 )

PA/ KPA tidak wajib bersertifikat PBJ = UU No. 1 2004

=>» Permenkeu 50 tahun 2018 = sertifikasi ?
=> P1618 -—> sertifikat kompetensi = tahun 2023



TUGAS PPK

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

c. menetapkan rancangan kontrak;

d. menetapkan HPS;

e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia;

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menetapkan tim pendukung;

h. menetapkan tim atau tenaga ahli;




TUGAS PPK

i. melaksanakan E-purchasing di atas Rp200juta

J menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

k. mengendalikan Kontrak;

1. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/
KPA;

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/
KPA dengan berita acara penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

o. menilai kinerja Penyedia.



PENGATURAN BARU

02 PEKERJAAN TERINTEGRASI

Pekerjaan
terintegrasi

Pekerjaan Terintegrasi mencakup seluruh jenis

pengadaan
. . _ Permen PU 12 /
. Pekerjaan Design and Build 2017
Pekerjaan IT Solution

Pekerjaan EPC

Pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian,
dan Pemeliharaan

5. dll

BwoN e




PENGATURAN BARU

03 PERENCANAAN PENGADAAN

SUMBER DANA APBN —
Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses

|l
penyusunan Renja K/L setelah penetapan Pagu Indikatif. Qa [j%[j

.......

SUMBER DANA APBD Qﬂ) .
Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses %_ Srrrs % 1444

penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan

E-budgeting KUA—PPAS oo:o ?o :6/_.
g Lﬂﬂ""” "% /N
Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: A
a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK :G: @ ® N
penyusunan perkiraan biaya/RAB o®

pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan
penyusunan biaya pendukung

© oo o



PENGATURAN BARU

04 AGEN PENGADAAN

UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan
sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa yang dipercayakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Agen Pengadaan dapat berupa :

UKPBJ pada Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah lain: atau

* Pelaku Usaha (Badan Usaha dan Perorangan)

3 3 Lerwoce Wabyabe
Fansasans durncg! nen Favae pw




PENGATURAN BARU

05 KONSOLIDASI PENGADAAN

PERENCANAAN .

PERSIAPAN ‘ strategi pengadaan Barang/Jasa
PR yang menggabungkan beberapa

PERSIAPAN aket pengadaan Barang/Jasa sejenis
PEMILIHAN PENYEDIA ‘ P PENg g/ J

Kontrak DILAKSANAKAN OLEH
PA/KPA/PPK/UKPBJ

Serah Terima
Pekerjaan




Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Posisi konsolidasi pengadaan

1. Waktu proses

lelang

2. Total biaya dan
harga

3. Kegagalan
kontrak

4. dll

Perencanaan
kebutuhan dan Pemilihan Penyedia Pelaksanaan kontrak

pengadaan




Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Proses pengadaan yang terkonsolidasi

1. Kumpulkan data kebutuhan
* Kebutuhan barang/jasa
e Jumlah
e Waktu dibutuhkan
e Perkiraan anggaran
 dsb

2. Analisis pasar dan penyedia
* Jumlah dan posisi penyedia
* Syarat kualifikasi penyedia
* Kapasitas produksi dan stok yang ada
* dsb

3. Menyusun dokumen pemilihan
e Cara menawar dan syarat penawaran
* Kontrak per item
* dsb



Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Paket terkonsolidasi banyak alternatif

Barang Penyedia Kontrak

>° >0
>e >°




Hasil konsolidasi

1. Lelang Bersama
- banyak paket lelang dilakukan bersama.

2. Lelang Itemized
- banyak paket lelang dengan banyak pemenang lelang

3. Penggabungan paket
- banyak paket lelang menjadi beberapa paket lelang
- Kontrak dengan jangka waktu lebih panjang
- satu/beberapa paket lelang dengan banyak kontrak



PENGATURAN BARU

06 SWAKELOLA

o |
04” Tdk di atur
h P 40% , 30%
TIPE | TIPE Il TIPE IV 30%
Direncanakan, Direncanakan dan TI PE "I Direncanakan oleh K/L/PD
.dilaks.anakan dan diawasi oleh Direncanakan dan diawasi oleh penanggungjawab anggaran
diawasi oleh K/L/PD K/L/PD penanggung T dan/atau berdasarkan usulan
PENANGGUNG jawab anggaran dan i s < i KELOMPOK MASYARAKAT dan
JAWAB ANGGARAN dilaksanakan oleh anggaran dan dilaksanakan dilaksanakan serta diawasi oleh
K/L/PD PELAKSANA oleh ORGANISASI KELOMPOK MASYARAKAT
SWAKELOLA KEMASYARAKATAN

) 3 Lerwosce Wk pabar
T Fansatase darecg! laes Favae pe




PENGATURAN BARU

07 REPEAT ORDER

Penunjukan Penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan
berulang (Repeat Order) melalui proses Penunjukan
Langsung

Permintaan berulang dilakukan paling banyak 2 kali




PENGATURAN BARU

038 E-REVERSE AUCTION

MERUPAKAN

Metode penawaran harga secara berulang

DAPAT DIGUNAKAN :

a. pada tender cepat;
b. sebagaitindak lanjut tender yang

hanya terdapat 2 penawaran;

1 )\ 7 e

F IV IXv e




PENGATURAN BARU

09 PENGECUALIAN

QS

PENGADAAN PENGADAAN PENGADAAN SUDAH DIATUR DALAM
BARANG/JASA PADA BARANG/JASA YANG BARANG/JASA YANG PERATURAN
BADAN LAYANAN UMUM DILAKSANAKAN DILAKSANAKAN SESUAI PERUNDANG-
BERDASARKAN TARIF DENGAN PRAKTIK BISNIS UNDANGAN LAINNYA
YANG DIPUBLIKASIKAN YANG SUDAH MAPAN

SECARA LUAS




PENGATURAN BARU

10 PENELITIAN

PELAKSANA PENELITIAN

Individu/kumpulan individu

Kementerian/Lembaga/

Perguruan Tinggi .
Organisasi Kemasyarakatan
Badan usaha

Kompetisi
* Penugasan

\\

Kepmen dikti

29 2018

KONTRAK PENELITIAN
BERBASIS OUTPUT




PENGATURAN BARU

11 E-MARKETPLACE

ecatalogue

Belanja Cepat Cara Tepat

KATALOG
ELETRONIK

E-marketplace Pengadaan
Barang/Jasa adalah pasar elektronik
yang disediakan untuk memenuhi

kebutuhan barang/jasa pemerintah ? ‘ TOKO
DARING

Jenis Katalog Elektronik:

* Katalog Nasional E-MARKETPLACE

* Katalog Sektoral PEMERINTAH

* Katalog Lokal P
PEMILIHAN
PENYEDIA

* Lo Wk pabar
Fansatanr durncg! s Vv v



PENGATURAN BARU

12 LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK
dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak
dapat dilakukan melalui layanan
penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase,
atau penyelesaian melalui pengadilan.

‘ LKPP menyelenggarakan
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontgak

GRATIS ?



PERUBAHAN
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PERUBAHAN ISTILAI

PERPRES NO 54 TAHUN 2010 PERPRES NO 16 TAHUN 2018

ULP LPSE m UKPBJ
Unit Layanan Layanan Pengadaan h Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Secara Elektronik

LELANG TENDER

POKJA ULP POKJA PEMILIHAN

SISTEM HARGA
GUGUR TERENDAH

4 Lo
Fany e

e Wk bar
- -



PERUBAHAN ISTILAI

PERPRES NO 54 TAHUN 2010 PERPRES NO 16 TAHUN 2018

K/L/D/I

Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi

K/L/PD

Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah

DOKUMEN
PEMILIHAN

DOKUMEN
PENGADAAN

PEJABAT/PANITIA PENERIMA PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA
HASIL PEKERJAAN HASIL PEKERJAAN

PIPHP/PPHP PJPHP/PPHP

o0}
o
N
~
~O
O
L
v
[V W)
[+ 4
.
[+

*LKPPM
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PERUBAHAN
DEFINISI
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PERUBAHAN DEFINISI

PERPRES NO 54 TAHUN 2010

Unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik

Pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi
sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok masyarakat

Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan
cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia
barang/jasa

LPSE

SWAKELOLA

PENUNJUKAN
LANGSUNG

O

PERPRES NO 16 TAHUN 2018

Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara elektronik.

Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan
sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau
kelompok masyarakat

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu

4 3 Lenoece Mabpabar
Fansatanr durncg! lnes Favae nw
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PERPRES NO 54 TAHUN 2010 PERPRES NO 16 TAHUN 2018
PENYEDIA

Badan usaha atau orang perseorangan yang '
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa

konsultansi/jasa lainnya “

Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak

PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
PPHP/PJPHP fungsional/personel yang bertugas memeriksa

panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
yang bertugas memeriksa dan menerima hasil Barang/Jasa.
pekerjaan. PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa.

Lo e ek abar
Fansatanr durncg! lnes Favae nw

vy LKPP



PERUBAHAN DEFINISI

PERPRES NO 54 TAHUN 2010 PERPRES NO 16 TAHUN 2018

PEKERJAAN  eseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan KONSTRUKSI pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pelaksanaan konstruksi bangunan atau == pembongkaran, dan pembangunan
pembuatan wujud fisik lainnya kembali suatu bangunan
(Merujuk ke UU No.2/2017 tentang Jasa
Konstruksi)

Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu
yang mengutamakan keterampilan (skillware)

: J -k ltansi atau j
dalam suatu sistem tata kelola yang telah JASA LAINNYA S s g vl e oo
. . . : membutuhkan peralatan, metodologi khusus,
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan ; ;
: : ( ) dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata
satu pekeligan sta segalaipeke iy dan) stal kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha
penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,

. : ntuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Umsuxmeny | uatu peker)

pengadaan Barang.

o)
o
N
\
~O
@)
Z
)
[ .
oc
o
oc

4 3 Senoece ks
Fanatasr durncg nee Favae e



19

PERUBAHAN
PENGATURAN
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PERUBAHAN PENGATURAN

01 TUGAS PPHP/PJPHP

e e s L e Y

PERPRES 16/2018

melakukan pemeriksaan
administrasi hasil pekerjaan
sebelum diserahkan oleh PPK
kepada PA/KPA

a. melakukan pemeriksaan hasil
pekerjaan sebelum serah
terima dari Penyedia ke PPK;

b. menerima hasil pekerjaan; dan

c. membuat dan
menandatangani BAST.

PjPHP PPHP

Untuk nilai sampai Untuk nilai di atas
dengan Rp200 Juta Rp200 Juta

4 3 Lenoece Mabpabar
Fansatanr durncg! lnes Vv v



PPHP / PjPHP




PERUBAHAN PENGATURAN

02 PERSYARATAN PENYEDIA

PERPRES 54/2010

Persyaratan Penyedia dirumuskan secara mendetail

" PERPRES 16/2018

Persyaratan Penyedia dirumuskan secara sederhana

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan
barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ditambahkan tanggung jawab Penyedia :

a. pelaksanaan kontrak;

b. kualitas barang/jasa;

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan; dan

e. ketepatan tempat penyerahan.




PERUBAHAN PENGATURAN

03 PENYEBUTAN MEREK

PERPRES 54/2010

Penyebutan merek/produk tertentu untuk :
a. suku cadang
b. Barang/jasa pada Tender Cepat

PERPRES 16/2018

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK
dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

a. komponen barang/jasa;
suku cadang;
bagian dari satu sistem yang sudah ada;
barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
barang/jasa pada Tender Cepat.

2809

! &!! Lerwoace ey
Fansatasr darng!nes Fasvae v




PERUBAHAN PENGATURAN

04 KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

R ]

Kewajiban Penggunaan produk dalam negeri
apabila terdapat produk dalam negeri :

PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018

TKDN + BMP > 40% TKDN + BMP > 40%

DAN

paling sedikit 2 Produk paling s2dikit 2 rroduk
mempunyai TKDN <25% memrunyai TKuis <25%




PERUBAHAN PENGATURAN

05 HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PERPRES 54/2010

HPS dikecualikan untuk :

 Kontes/Sayembara
* Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian

Sumber informasi untuk penyusunan HPS diatur secara detail

PERPRES 16/2018

HPS dikecualikan untuk :
* Pengadaan sampai dengan nilai Rp10.000.000

* Pengadaan melalui E-Purchasing
* Tender Pekerjaan Terintegrasi

9 ? . ; . . .
KEUNTL,JNGAN 1_0/ : Sumber informasi untuk penyusunan HPS tidak diatur lagi,
Sumber informasi HPS ? s . .
tetapi disesuaikan dengan best practice

QI.KPP

3 Senoece ks
Fansatasr durn g lnes Vo




PERUBAHAN PENGATURAN

06 JAMINAN PENAWARAN & SANGGAH BANDING

e e oy Lo L Y

PERPRES 16/2018

JAMINAN PENAWARAN
* Jaminan Penawaran
Untuk Pekerjaan Konstruksi
dengan nilai Pengadaan di atas
Rp10 Miliar
* Nilai jaminan sebesar 1% -3%
HPS

PERPRES 54/2010

Tidak diberlakukan
Dalam hal e-tendering
(PERPRES 4/2015)

uu 2 /2017
Jasa konstruksi JAMINAN SANGGAH BANDING

Jaminan Sanggah Banding
Untuk Pekerjaan Konstruksl
Nilai Jaminan sebesar 1% HPS




PERUBAHAN PENGATURAN

07 METODE PEMILIHAN PENYEDIA

PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018

NS TRUN LARINIA RONSULIANS BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA
v Vv v Vv E-PURCHASING
LELANG v v
TERBATAS 3 . PENGADAAN LANGSUNG
LELANG/SELEKSI v J v

SEDERHANA 3 PENUNJUKAN LANGSUNG
PEMILIHAN y

LANGSUNG TENDER § TENDER CEPAT

JASA KONSULTANSI

PENGADAAN

LANGSUNG v v v v SELEKSI

KONTES ' - - -

LELANG/SELEKSI
UMUM

PENUNJUKAN
LANGSUNG

PENGADAAN LANGSUNG
SAYEMBARA - -

PENUNJUKAN LANGSUNG

E-PURCHASING ' VvV

<
<
<
<
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PERUBAHAN PENGATURAN

08 JENIS KONTRAK

PERPRES 16/2018

PERPRES 54/2010

PENGADAAN BARANG/JASA

Dibagi dalam:

a. Kontrak berdasarkan cara
pembayaran (4 jenis);

b. Kontrak berdasarkan pembebanan
Tahun Anggaran (2 jenis);

c. Kontrak berdasarkan sumber
pendanaan (3 jenis); dan

d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan
(2 jenis). PENGADAAN JASA KONSULTANSI

a. Lumsum
b. Waktu Penugasan
c. Kontrak Payung

PENGADAAN BARANG/
PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA
a. Lumsum
b. Harga Satuan
c. Gabungan Lumsum dan
Harga Satuan
d. Terima Jadi (Turnkey)
e. Kontrak Payung

Tidak ada perbedaan antara
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dan jasa konsultansi

Kontrak jasa konsultan
harga satuan ?




PERUBAHAN PENGATURAN

09 KONTRAK TARUN JAMAK

TAHUN ANGGARAN 1 TAHUN ANGGARAN 2 TAHUN ANGGARAN 3
- e PERPRES 54/2010
Pelaksanaan pekerjaan untuk

masa lebih dari 1 Tahun

<12 bulan Anggaran atas beban anggaran

>12 bulan

PERPRES 16/2018

SN eIV I — — — —— — — — ————— "~ ———————————————————————— —— * Pekerjaan yang penyelesaiannya

lebih dari 12 bulan atau lebih dari
| : 1 Tahun Anggaran

12 bulan 12 bulan 12 bulan -—— pekerjaan yang memberikan

| . manfaat lebih apabila dikontrakkan
untuk jangka waktu lebih dari 1
Tahun Anggaran dan paling lama 3
Tahun Anggaran.




PERUBAHAN PENGATURAN

10 PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSULTANSI

PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018

Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung
dilaksanakan untuk paket dilaksanakan untuk Jasa
Pengadaan Jasa Konsultansi yang Konsultansi yang bernilai
bernilai paling tinggi sampai dengan paling banyak
Rp50.000.000 Rp100.000.000

MAKS 100 JUTA

— Batas Nilai

‘ ‘.;-no.-’ktx&l
satan -



PERUBAHAN PENGATURAN

11 PEMESANAN E-PURCHASING

PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018

Dilakukan Oleh Pembagian Kewenangan
PPK/Pejabat Melakukan E-purchasing
Pengadaan/Petugas Yang Berdasarkan Nilai

Ditunjuk Tanpa Batas Nilai

PPK
TIDAK DIBATAS|
o0
PERSETUJUAN PA
>100MILIAR

PEJABAT PENGADAAN
MAKS 200 JUTA

==mm Batas Nilai

*I.KPP

3 Sewasce Mkphar
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PERUBAHAN PENGATURAN

12 UANG MUKA UNTUK KONTRAK TAHUN JAMAK

PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018

— PALING TINGGI

dari Kontrak
tahun pertama

dari Nilai

dari nilai Kontrak

Kontrak

Permenkeu

60 2018




PERUBAHAN PENGATURAN

13 PERUBAHAN KONTRAK

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK
yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama
Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, berlaku untuk
pekerjaan dengan kontrak

PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018

: I SEMUA JENIS KONTRAK
HARGA SATUAN
?

GABUNGAN LUMSUM
DAN HARGA SATUAN




PERUBAHAN PENGATURAN

14 PENYESUAIAN HARGA

PERPRES 54/2010

O .
R

Diberlakukan Pada Kontrak - \d
LEBIHDARI12BULAN  TahunlamakYang ~ LEBHDARIIBBULAN @ @ (@ 2~
Masa Pelaksanaannya @ : . \’)
T @ 9
MULAI BULAN KE 13 i i MULAIBULANKE13" @ & H‘E a

Penyesuaian Harga @ . =




PERUBAHAN PENGATURAN
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA

15 PENANGANAN KEADAAN DARURAT

PERPRES 54/2010

Belum diatur secara khusus, Pengadaan
barang/jasa dalam kondisi darurat
sebagai salah satu kriteria penunjukan

langsung

PERPRES 16/2018

Diatur dalam satu pasal tersendiri
sebagai bagian dari pengadaan
dalam keadaan khusus




PERUBAHAN PENGATURAN

16 TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL

Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dalam hal:

PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERPRES 54/2010}.--7 == PERPRES 16/2018
> Rp 100 Miliar ‘I >Rp1Trilyun

BARANG

PERPRES 54/2010
> Rp 20 Miliar

PERPRES 16/2018
> Rp 50 Miliar

JASA KONSULTANSI
PERPRES 54/2010 @ PERPRES 16/2018

> Rp 10 Miliar > Rp 25 Miliar

JASA LAINNYA
PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018
> Rp 20 Miliar > Rp 50 Miliar

Atau tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut



PERUBAHAN PENGATURAN

17 UKPBJ

PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018

ULP memiliki Tugas UKPBJ MEMILIKI FUNGSI : -
Melaksanakan a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemilihan Penyedia b. Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara
Barang /Jasa elektronik

c. Pembinaan SDM dan Kelembagaan
Pengadaan Barang/Jasa

d. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi,
dan/atau Bimbingan Teknis

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang
berkaitan dengan tugas dan fungsinya

LPSE memiliki tugas untuk Oc

memfasilitasi ULP/Pejabat
Pengadaan dalam
melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa secara
elektronik

Tugas pengelolaan fungsi layanan pengadaan
secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit
kerja terpisah.




PERAN APIP

Pasal 77 ayat 2
Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan
masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti



PERUBAHAN PENGATURAN

18 PELAYANAN HUKUM
BAGI PELAKU PENGADAAN

7% Y

PERPRES 54/2010

Khusus untuk tindak pidana dan
pelanggaran persaingan usaha
pelayanan hukum hanya diberikan
hingga tahap penyelidikan

PERPRES 16/2018

Pelayanan hukum kepada Pelaku
Pengadaan dalam menghadapi
permasalahan hukum terkait
Pengadaan diberikan sejak proses
penyelidikan hingga tahap putusan
pengadilan.

0!*!! )

Fansatasr durscgl e b

omar rtee .



UU No. 30 tahun 2014 mengenai Administrasi
Pemerintahan.

Pasal 6

(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan
Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/ atau Tindakan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;



PERUBAHAN PENGATURAN

19 PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM

PERPRES 54/2010

K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP
untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.
Pengenaan Sanksi Daftar Hitam selama 2 tahun

PERPRES 16/2018

PA/KPA menyampaikan identitas peserta
pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam
kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan
pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam
Daftar Hitam Nasional.

Tingkatan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam:
» 1 Tahun
» 2Tahun

Lernoage Wk pabar
T Fansatase darscg! lnes Favae pe

vy LKPP




Pemberian Kesempatan

PENGENDALIAN KONTRAK adalah PENTING

Kendalikan kontrak sejak membuat rancangan kontrak, saat PCM dan pengendalian saat pelaksanaan
kontrak.

Perpres 16 tahun 2018 Pasal 56

(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun
PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan
Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan,
pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.



INFOGRAFIS PASAL 89 AYAT (1)
PERPRES 16/2018

22 Maret 2018 1 Juli2018

Aturan Yang Digunakan

ip _ oaitk Perpres 54/2010 atau
ersiapan ela sanaané Perpres 16/2018

Persiapan Pelaksanaan Perpres 16!2018

Persiapan Pelaksanaan Perpres 16/2018



Kesalahan atau keserakahan ?

» Kesalahan dicegah jangan sampai terjadi :

kerugian negara

Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum




1) Tindak pidana korupsi :

a) Suap.

b) Mark-up harga.

c) Fiktif.

d) Gratifikasi.

e) Pengaturan pelelangan

2) Tindak pidana umum :

a) Pemalsuan dokumen.

I b) Penipuan
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Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
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